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BVPAtt SOLOK,

bahwa berdasarkd Pasal 2 avat (1) Perarurm Menten

Da.an l \eg"r '  Noao'  I  r '  TaLutu )0  4 F l ' rne

Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu adanva srandar

biaya sebagai pedomd dalam perencanaan dm

pelaksanaan anggdan;

bahw. be.das€.kdn !e trmbdSln sebag?iman'

dimaksud dalam huruf a, penu menetaPkan Peraturan

Bupati tentdg Standaf Biava Nagari Tahun Anggaran

20L7:

Un.lang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentane

Pehbentukan Daeran Otonom Kabupaten dalam

Lingktugan Daelan PrcPinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara RePublik lndonesia Tahun 1956

Nomor 25)i

Undang Un.lang Nomor 17 Tahun 2003 tentans

KeuangaD Negara (Lembaran Nega'a Republik lndonesla

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tamband Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42a7);

i  nd"n8 L_oa.g \onor  I  14h 2004 t r_r€ng

Perbendaharaan Negara {Ledbard Ncsara RePubLik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lrmbaran

Negara RePublik Indonesia Nomor 43s5);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenkn€ Desa

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Taltun 2014

Nomor ?, Tambahan tf,mbaran Negara Republik

Indonesia Nomof 5945);



5,

6 .

7.

a.

Iodonesia Nomor 5945);

Undang Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang

Pemeintahan Daerah (I-embdan Negara Relublik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tmbanan lf,mba.an

Neg€re Repub'k  ndoneqr€ i \omo- 55871 sebaB" imana

tebn diuball beberapa kali teral<hir dengan undang-

Unddg Nomor 9 Tahun 2015 tenteg Perubahm Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang

Pemerintsnm DaeFh (Lembdan Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahd Lembaran

Negda Republik Indonesia Nomor 5679)i

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

PenseLolaan Keuangan Daeian (Gmbaran Negda

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo. 1'10, Tmbabd

Lembaran Negda Republik lndonesia Nomor 4574J;

Peraturm Pemerintah Nohor 71 Talun 2010 tentang

Stddd AkuDtdsi Pemeriotahd (LEmbaran Negda

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturd P€merintall Nomor 43 Tanun 2or4 tertang

Pe.aturd Pelaksanaan Unddg-Undmg Nomof 6 'fahun

20t4 tentanc Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2ot:r Nomor 123, Tambahan Lembdd Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimda teLan

dinbah dengan Peratu.d Pemerintan Nodor 47 'tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturm Pemerntah

Nomor 43 Tanun 2014 tentang Peraturan Pelalsdaan

Unddg Unddg Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa

(Lembars Negara RePublik lndonesia Tahun 20ts

Nomor 157, Tmbahan Ledbaran Negda Republik

Indonesia Nomor 5717)i

Peraturan Menteri Ddm Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentdg Pedoman Pengelolaan (euangan Daeran,

sebagaimana telah diubah bebeEpa kali terakhn dengan

Peraturd Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tanun 20ll

tentang Perubahan Kedua Atas PeEturan Menteri Ddm

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomd

9.



Pengelolafu Keudgan Daerahj

10. Peratur@ Menreri Keumgd Republik Indonesia Nomor

33/PMK.02l2016 tentdg stsd{ Biaya Masukan Tahun

11. PeEturm Menteri Dalm Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelola@ (euogd Desa (Benta Negra

RrpJbl ik  Indo--s ia  Tr iun 20 l r  Nomor 209J) :

12. Peraturm Mente.i Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentdg Pedoman Pembangunan Desa @enta Neeara

Rrpubl ik  Indo es ia  Tal -  In  20 l2  Nooor  2O9zl :

13. Peraturd Kepala Lembaga Pengadaan Bdarg/Jasa

Pemerintah Nomor t3 Tahun 2013 tentaog Pedomd Tata

Cara Pensadaaa Bdds/Jasa d. Desa lBeri€ I\eg"F

F-publ ,k  Indonesi€ T"hJn 20I3 Nomo- 1367) :

14. Perature Daerah Kabupaten Soiok Nomor a Tanun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daelah Kabupate. solok Tahun 2006 Nomor

26, T@banm Lemba€n Daerah Kabuparen Solok

MEMUTUSLAN I

PERATUFAN BT'?ATI TEIITAXO STANDAR BIAYA NAGARI
TAIIT'N ANGG,RA{ 201?.

Pasal t

Dalm Pe.aturd Bupati ini yang dinDlsud denge :

1. Daerai adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daeran sebagai unsu!

penlelFrggs-a Pem.nnra,han Daeral jrg mcm.mP.n

pelaksanad urusan pemerintahd ydg menjadi

kewenangan Daerah Otonom.

3, Bupati adalah Bupati Solok.

4, Nagari adabn wilayah kesatuan masydakat hukh adat

yang memillki kewenangan untuk mengatut dan

mengurus urusan Pemerintahm, kepentingan masydallat

setempat berdasarkm asal-usuL dm adat istiadat yang

diakui dalam sistem Pemerintahd Nasional ydg berada



dalam Kabupaten Solok.

5. Pemerintal@ Nagdi adabn penyelenggarad urusan

pemernrtrhd dd kelentingan masyarakat setemPat

ddd sistem pemerirtahm Negda Kesatuao RePublik

6, Pemerintah Nagari adalah wali Nagdi dibantu Perangkat

Nagdi sebagai unsur penyelenggaraan Pemenltahan

7. Badan Musyawarah Nasdi ydg seldjutnya disinckat

BMN adalah tembaga yang melaksmakm fungsi

pemerintahan yans anssotdya merupakan wakil dari

penduduk nagari berdasdkd keteflakilan dan

ditetapkan secara demokratis. ,

8, Kerapatm Adat Nagari yang seldjutnya disingkat KAN

adalah lembaga kerapatan dtri niniak mmak yang telah

ada dan diwarisi sectra turun temurun sepanjang adat

dd berfulssi memelihara kelestarian adat serta

menyeLesaikan perselisihan sako dan pusako.

o.  bmbaga PFmoerd")&n vrndalar  Noc" . i  ) .  9

selanjutnya disjngkat LPMN merupakan waddn yang

dibentuk atas prakarsa masydakat sebagai mitra

Pemerint€n Nagdi dalam menampung dm me@judkan

aspirasi masydal<at nasdi djbidans pembansund.

10, Dana Nagari adalah dana yang bersumber da.i Anggaran

Pendapatd dan Belanja Nesda yang diperuntukkan bagi

Nagffi ydg dibdsfer mel€lui AnggaFn Pendapatan dd

Belanja Da€rah Kabupaten dan disunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintanm, Pelaksdaan
pehbdgund, pembinam kemasyarakata!, dan

pemberdayen masyarakat.

tl.Alokasi Dma Nagdi yang seldjutnya disingkar dengan

ADN adalah dana perimbangd ydg diterima kabupaten

dald Anssaran Pendapatan da Belanja DaeEn

kabuparen setelah dikurdgi DanaAlokasi Khusus!

12. Ans€arm Pendapatan d@ Belanja Nagari yans

selanjutnya disingkat APB Naga.i adaLall Rencana

KeuanganTahunan Pemerintanan Nagari,



l3.Rencana Pembangund Jdgka Menengah Nagari yang

seldjutnya disingkat dengan RPJM Nagari, adalah

Rencana Kegiatan Pembangunan Nagdi btuk jangka

war. 6 (enatu) tahun.

la.Rencana Kerja Peme.idtah Nagst yang seldjutnya

disingkat dengan RKP Nagdi adalah penjabard da.i

RPJM Nagari untuk jdgka w.ktu I (satu) tdnun.

ts.Ansgaran Pendapatan dd Beldja Daeiatl yang

selanjutnya disingkat APBD adalah ren.da keuangan

tahunan Pemerintah Daerah.

16. Perjaland Dinas adalah perjalmm ddi tempat

kedudukan ke tempat ymg dituju, mrlaksanakan tusas

dm k€mbali ke tempat kedudukM semula.

17. Perjalanan Dinas Lutr Daeran adalah perjaLman ke luar

tempat kedudukan baik Perseorangan maupun s€cda

bersana, ydg diLalukan keluar wiLayah KabuPaten Solok

baik ddd Pr'ovinsi Sumatera Bdat maupun keluar

Pr'ovinsi Sumatera Barat utuk kepentingan daerah atas

perintah pejabat y@8 betuensg,

18. Peialdan Dinas Dalam Daeran Ddm Kabupaten adalah

perjalanan ke luar tempat kedudukd baik P€rseorangan

maupun sebara bersma, ydg dilakukan dalam wilayah

Kabupaten solok untuk kepentingd daerdn atas perintah

Pejabat yang beMenang.

19. Pe.jalanan Dinas Luar Nagdi Dalam Kec@atm adalan

perjalanan oleh Perdgkat Nagari kelud tempat

kedudukan baik peFeorangd maupun secsa bersama,

yang dilakukd dalam Wilayah Kecamatan ydg

bersangkutan untuk kepenlingan daeran ahs lerintah

20. Lumpsum adalah sejumlah uds yang telah dihituns

terlebih danuLu dm dibayarkan sekaligus,

21. Reimbursement addlah pengganrian biaya ymE ielah

dikeluarkm pegawai/aparatur berdasdkan bukti-bukti.

22.Udg muka adalah cda pembayaran sebagid uhg

terlebih dahulu dan sisanya dapat dibayd kedudlan.



23. Biaya ril (reai @sa) adalan biaya yang dikeluarkan sesuai

d€ngd kenyatMn dd bukti perseluaran/pembayd@

24. SuFt Tugas addbn su€t perintah penugasd melal<ukm

perjar@@ dinas bagi Wali Naedi, BMN, KAN, LPMN,

Perdskat Nasari dd Pihak lain sebagai dasd penerbitm

surat Perintan Pe4alman Dinas,

25. SuFt Perlntall Perjaland Dinas ymg seldjutnya

disingkar SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan

dalm rdgka pelel<sdaan perjai@m dinas yang memuat

validasi perjalanan oLeh pejabat pemerintahd/petugas

terkait di tempat tujud.

26.Tempa KFduoukM adalch lokali kd or w€I Na8tui.

27.Tempat Tujuan adalah tedpat/kota ymg menjadi rujuan

perjaland dinas.

28. Pemegang Kekuas@ Peneelolam Keussan Nasari

adalah Wali Nasdi ydg karena jabatannya memptnyaL

kewendgm m€nyelenggarakd k€seluruhan pengelolaan

keuangan nagari,

29. Pelal<sda Teknis Pengelol@ Keumgm Nagdi yang

selanjutnya disingkat PTPKN adabn unsur perdgkat

nagdi ydg membantu Wali Nagtri untuk mengelola

keusgan nagan.

30. Sekretdis Nagdi adalah berLindat sebagai koordinator

pelaksanad keuangd !ag@.

31. kpala seksi adalah unsur ddi petalsda teknis kegiatan

sesuai dengan biddellya.

32.Bendanda adabn un6ur dari pelaksda teklis kegiatan

ydg membidangi utusd administrasi keuango utuk

menatausahakan keudgd nagdi.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Nasari metuPaLd Pedomar{ basL

Pemerintahan Nagari dalam pen tsun,n dan

pelaksu@ dokumen anggaran masing masing Nagdi

untuk Tahun AnggaFn 20 17.



(2) Standd Biaya Nagari merupakan batas belanja tertinggi

dm estimasi daLm pelaksanmn kegiatd tanun 2017

(3) stddd Biaya Nagdi digunakd sebagai salah satu

indikator dalam peDgawasd pengelolad keuangd

Pasal3

(tl standar Biaya Nagari bertujum Etuk temjudnya tata

kelola keuangan Nagdi yang lebih efektif, ensien,

ekonomis, akuntabel dan berkeadils.

(2) Standa Biaya Nagari sebagaimma ditrEi<sud dard Pasal

2 ayat (1) ditambah kewajibm atas pajak sesuai dengd

ketentuan perundangd yang berlarQ. "

Pasal4

(1) Standd Biaya Nagdi 'taiun Anggtran 2017 dengan

r in , t r  sebse" imdna le , rmrum ddlM LmPrran vcns

merupakd baeian yang ridak terpisahkan dari Pe.aturd

(2) Ddm hal satuan Biaya yang dibutuhkan sebagmana

dimaksud pada ayat (1) tidal{ tercantum ddlm Lamptran

PeFturan Bupati ini dapat ditetapkd dengan P€ratu.an

wali Nagari .lensan berpedomd kepada Stddar Biava

Pemeintah DaeFh.

Pasr l5

sumber pendanad ydg berasal dari Pemerintan Pusat dd

atau sumber lainnya ydg telah mempuvai ketentuan

stddd tersendiri, dapat mengabaikan ketentud vang

tercantum dalam LamPird Peraturm Bupatl ini dan

dic@tumkan dalam dokumen pelal<sden anggard Nagari



Pasal6

PeFturan Bupati ini mulai berlaku pada tMggdl I Janudi

2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memennrahkan

pengurddgd Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalm Berita Daerah Kabupaten Solok,

Diunddgkd di Arosuka
pada tdggal \6 )6udr\ 2017

PIt. 6ET'RE'TAIUS DiEI'All

Ditetapkan di Arosuka ,
pada tdggal 16 lcNo 2017
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ERINTAHAN,

EDTSAR

BERITA DADRATI KABVP TAHUN 2017 I{OMOR



;AMPIRAII
'ERATT'RAN BUPATI SOLOK

itr8&',i"H}',::I,
STANDAR BTAYA IVAGARI TAIIUI{ ANGGARAN 201?

I. BDLAN!'A PDOAWAI

Belanja pegawai berupa penghasilan tetap Wsli Nagari dan Peregkat

Naga.i serta tunjangd Wali Nagari, Perangkat Nagdi dan BMN diatur Lebih

lejut daram Peraturan Bupati tentdg Penetapd Besaran Penghasilan

tetap Wali Nagari dd Perangkat Nagari, Kepala Jorong serta Tunjangan

Wali Nagari, Persgkat Nagdi dan Badd Musyawarah Nagai.

! II. EARANG DAN JASA

A. IIONORARIUM

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Btrdg dan Jasa,

temasuk biaya perencaraan dan pengawass

a. TPK densan jumlah nilai pensada@ barang dan jasa sampai

dengan Rp.100,000.000,

t) Pelal{sda Teknis Perencana / pengawass : nar<s 2 o/o

2) (etua, Sekretaris, Bendahda dd Petugas Lapangd : Total

3) Operasional Pendukung : nals 3 o/o

b. TPK dengd jumbn nnai pensadam bd@s dan jasa diatas

Rp.100,000.000,-  s .dRp.200.000.000,-  :

1) Pelaksana Teknis Perencana / pengawasd : mar{s 1.7s %

2) Ketua, Sekretaris, Bendaham ds Petugas Lapangd : Total

3) Operasional Pendukung: maks 2.75 %

c. TPK dengan jumlah nilai pensadaan bddg dd jasa diatas

Rp.200.000.000,- :

1) Pelaksda Teknis Perencda / pengawasan ; maks 1.5 %

2) Ketua, Sekretdis, Bend.nara dd Petugas Lapangan : Total

maks 3 %

3) opeEsional Pendukung : maks 2.5 %



Keterded :

. Honor TPK dibaytrkan sistem paket kegiatd.

. operaslonrl pendukung dapat terdiri dari: plmg kegiatd,

biaya makd tuinum rapat, BBM, perjalana! dinas/

ranspoi.asi d@ akomodasi, ATK, penggdd:fu, asuransi

tenasa kerja, du.

2. Hono! Tim Penlusun RPJM

Rp.600.000,

Rp,500.000,

Rp. 400.000,

Rp. 300.000,

Nagei

OK

OK
OK
OK

Kete€nsan :

. Msl<simal Honor Tim Pen usun RRJM dibatarkan untuk 11

. OK ; Orang Per KeCiatan

3. Hono! Tim Penlusun

Rp.500.000,

Rp.400.000,

Rp. 350.000,

Rp. 250,000,

OK

OK

OK

OK

Ketetusd :

r Maksimal Honor Tim Pen usun RXP dibayarkan untuk

nal{sinal 1l (sebelasl ordg.

' OK: Or€nC per kecratan,

Rp, 150.000,

Rp. 100.000,-

OH

OH

Honor Tim Verilikasi RKP Nagarl

c. (Tim Ahli jika dibutuhkm )
Keterhsm :

. Mal<simal Honor Tim verifikasi RKP dibayarkan unruk 5 (lima)

otug dd mdl<situal5 (lima) hari

r OE : Orang Per Hdi paket : I tahun RI<P

5. Honor Tim Penrlsun LPPN dan LKPN

a. Penmggung Jawab Rp.250.000,

Rp,200.000,

OK

OK



o(
OK

Rp. 175,000,

Rp.  150.000,

6. Honor Tjm PenFsun Peratuan Naetui

OK

OK

o(
OK

Rp. 600.000,

Rp. 500.000,

Rp, 400.000,

Rp.300.000,

Keterdse :

. Mal6imal t{onor Tim Penrusun Perna dibayarkd utuk 7

. Pema yanC disusun selaio RPJM, R(P, APB Nagari dan

Pertangsungjawabd

.  OK:  O t rC Der  KegiaLe

Biaya siddg BMN

50.000,/ ordg untuk

siddg sebesar Rp,

8. Poksila dd lain-lain:

Rp.600.000,-

Iqsentif Pembina KB,

OT

Keterdsd :

. Jumbn du Jenis Kader ditetapkan dengd Keputusd Wali

. Kader yanC dibaya. setelall tuelalui verifikasi

. OT : OranC P€r Tahun

9. Insentif Guru PAUD/TI{ Nagari

Rp.250.000,-OB

. PAUD / TK adalan milik Pemeintahm Nagai

. Ouru PAUD/TK diangkat dengd Keputusd Wali Nagari

. OB : Ormg PerBulan

10. Insentif Peadataan Penduduk

a. Pendatd sebesd Rp.i000,-/XK

b. Ent y Data sebesar Rp, 500,-/KK

11. Ins€ntif Satuan Tusas (Satgas) Parik Paga Nagdi

Insentif satsas dibaya.kan Orans per Bulan (OB) sebesd Rp.

2r.)o.r.)0o,-



Keterdsd :

Satgas Nagdi ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagdi.

12. Insentif Tenaga Harian Nagari dibayarkan o.dg per bulan untuk

13 bulan sebesar Rp. 700.000,-
(eteraned :

. Pembebanan iosentif tenaga harid ditempatkd pada kegiatan

di Bidang penyelenssaraan pemerintahan (ADN)

. NaCdi yang beluh mempunyai Tenaga Kesehatm PNS

dd/PT't, nagdi dapat mengdggdkan insentif untuk Tenaga

Kesehatan Non PNS dd/PTT

. Tenaga Harian Nagdi di mgkat dengd Keputusan Wali Nagari

dan r"ncarrumkcn Tupoks.

13. Insentif Imam, Khatib, Gharin dan guru TPA dan TPSA dapat

dibaydkd kepada Imam, Khatib, Gbdin dd guru TPA dan TPSA

yeg tidak mendapat insentif dari dana APBD Kabupaten yang

besardnya mempedomani Keputusan Bupati Solok tentang

Pemberian lnsentif ham, Khatjb, Chdin dd guru TPA dan TPSA.

. Jumlah masjid, TPA/TPSA di Nasari ditetapkan densan

Keputusm Wali Nagari.

. Nama lmam, Khatib, Chdin dM guru'IPA/TPSA ditetapkan

melalui Keputusah Wali Nagai,

. OT ; OranC Per Tahun

14, Pengelolaan dm Pendataan Objek PBB di Nagari

A. BOP Operation€l pengeloiaa! PBB

Nagdi adabn 10% dari target

dasiog masing Nagari

b, Penggantian biaya

penyampaian sPPt dan

PBB

Rp.1.000,- per Lembd SPPT yang

disMpaikd ke wajib pajak

c, Biaya pendataan dm

pemutakhiran data wajib

Rp. 5 000/objek pajak



ketelanpan Penselolan PBB di N@di :

. Penguggaran BOP berdasdkan tdget dibebdkd kepada

t Pencaird dma pengelola PBB di Nagari berdasdkd bukti

setoran ke kas daer.n/ bukti dari bdk.

. Pembayarm biaya operasional disesuaikan dengm .earisasi

(persentase jumiah terpungut).

i5 , Eonordium Tenaga AhLi/lnstektur/Narasumber/Fasilitator :

a. TenasaAhli/Instruktur/Ndasbber dari Dalam/Luar Daeran

1) Pejabat Eselon lllyans OJ Rp.600.000,

2) Pejabat Eselon IU/ yang OJ Rp-s00.000,

diseidal<d

3) Pejabat Eselon Iv OJ Rp.400.000,

kebawah/ Muspika

Honordium Ndasumbe!

dari Praltisi/ Tokoh

Nagari dd sejenis (l<AN,

LPMN, Wali Nagari, BMN,

dn)

OJ Rp.350 000,

c. HonorariuF Tenaga Ahli, OH Rp-a00.000,-

Ahli Teknologi Info.masi

dan Sejenis Lainrjya

d. Honordium Moderator Rp. l50 000,OJ

s- tlonorarium Pembawa OJ Rp.1OO.OO0,-

Keteransan I

OH : Orang Per Ha.i

B. IJAIIG LEMEVR

1_ Merupakan kompensasi baci wali

Nagdi de Permgkat Nagdi yang

meLalTkan kerja lembur

berdasdkd surat perintah darj

W.li Nag{i

I3



2, Umg lembur (diluff jam

b. Sekretaris Nagari

c. Perdgkat Nagdi

Rp. 10.000,

Rp.9.000,

Rp.4.000,

OJ

OJ

OJ

3. Dibayarkan 200olo ddi umg

Keteranean Uane Lembur :

. Pada hari kerja, pembaydd waktu kerja lembur maksimaL 3

. Pada hari libur waktu kerja lembur mlninal 3 (tisa) iam sehari.

' Pada hari libur, lembur dibayarks maksimal 6 knml ian
sehdi dengan standar pembaydan (umg lembur) dihitung

200% dari tarii lehbur hdi kerja

. Kegiaian lembur tidat dapat dllaksanakd pada hdi ydg

sda densm pelaksanaan perjalanaa dinas.

. Pekerjad yanc dilembulkan adalah pekerjaan ydg betul betul

mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalamjam dinas.

. Wali NaCri du Perangkat Nagdi ydg mel€]<sdakan Lembur

hdus atas perintah Wali Nagari ydg dibuktikan dengan Surat

Perintan Lembur (SPL) dan menandatangdi daftd hadir.

c.
biaya sewa dan jasa lainnya dibayarkan

atau real cost berdasdkad hafga pasar

D. BARANG

l Belmja Banan P€l<ai Habis Menggunakan harga real setempat

dengd mengal{omodir komponen

2, Standar Biala Banan Bakd

Minyak (BBM)

Pembaydannya sesuai perjalanan

a. Dari Nagari ke Ibu Kota

2 (liter)

2,

26 km s/d 3s km 10



t5 5

20 5

b. Luar Daerah Lud Proplnsi

Keterded Stmdd Biara BBM :

. Standar BEM merupakan standarpul@g pergi

. Pemberian BBM dapat menggun€td bon kerjasma dengf

kios eceran BBM setempat struk resmi SPBU

. Kendaraan pribadi roda 4 dapat diberikan bdtud BBM

sepanjang untuk kepentingan dinas dengd dasar SPI dan

SPPD.

3. BeldjaBahan Material Mensacu kepada harga pasar

stempat atau . harga Pasar
terdekat dari nagari tersebut.

a. Pema}aid air, telepon Pembayaran diLakukm sesuai

dengan kenyatan (real @s/) yang

didasarkan peraturan yang

b. Pensurusm pajar{ dd

biaya yang sejenisnya

untuk kendarad

Pembayaran dilakukm sesuai

densd kenyatsn ireal @sr)

dengan tanda terima apffatur yg

melal{ul<d pembayaran di kantor

pajak dengan melampirkd copy

STNK/SKPDPKB/BBNKB dan

SWDKLIJ.

5. Beldja Perawatan Kendaraan Bermotor

Kenddaao roda 2 (dua)

Kendaraan roda 4 (empat)

Rp. 1.350.000, '

Rp.  10.000.000,

Yang temasuk dalao Anggaran Biaya Pemeliharaan adalan : Jasa

Sedice, Penggantian Suku Caddg, Pelumas d@ aksesons.

6. Belmja cetal< dan Pembaydd dilakukan sesuai

dengd kenyataan (rcol cost)t



TII. OPERASIOI{AL PDMDRINTAHAN NAOIIRI, BMN DAN FASTLTTASI
I'AOIATAN OPERASIO!{AL T'A'{, PKR I{AGARJ, DArl LPMN

7. Beldja Makm dan Minum Pembayar@ dilal'akm sesuai

dengd kenyatas (reol cosr) yans

didasarkan pada harsa pasa.

8. Belmja Paleian Dinas Belanja Pakaian Dinas diberikd

kepada Wali Nagdi, Perdgkat

Nagri dd BMN dengan besaran

daksimal Rp. 7s0.000,-/OT.

E. LAINNYA

P.neembMgM Kdpcst ras SDM dd Bel r . r  Tak TFrdue€

1. Belanja peogembdgan dan

peningkatan Kapasitas

SDM

Rp. 35 000.000,-/Nastri/Tanun

b. Belanja Ta-k Terduga Maksinai 5ol" dtri total beLdja

pemb@sund (porsi 70% belanja)

ope,acional  Pani t ia Pen l i \ .n \ ta l ,  \agm {P2WNI

. Makan minum rapat, A'|l{, Rp.3.000.000,

D. Biaya Publikasi Pasangan

CaLon (bisa dalam bentuk

baLrno, 5pmouK, rosrer,

dn)

Rp.3.000 000,-

Biaya Operasjonal TPs

(Makm minum dd

Fp.s00.000,-/TPS

A, Ope!*iool Peneriltahan Nagsii

Biaya operasionaL Pemerintahd Nagdi maksinal sebesar

Rp.t2o.ooo.ooo, /tahun yang dipe.gunal<d untuk biaya Perjaldan

dinas rutin, A'fK , Makan minum (tamu/rapat), penggmdaan,rbelanja

lisrrik, air, internet, dl1



opeeriongl Badan Musyawa6h Nagali IBMN)

BMN dibe.ikan biaya operasional kelembagad maksioaL sebesar

Rp.3s.000.000,-/tahun yans diPergunal<an untuk biaya lerjaland

dinas rutin, ATK, Mal<d minum (tamu/rapat), pensgddad, dil.

Fa3ilita.i KegrstAD Opensiolal Kerapatar Adat fi.8sd (XAN),

Penberdaya.! Ke8ejahteEa! dar (eluargs Nagari lPlax$), .lao

Lerbagr Pe6berilayaa! Masy@Lqt Nagart {LPMNI sebagai betikut I

1. Fasilitasi kegiatan operasional KAN sebesar Rp.r5.000.000, /tahun.

Dipergunakd untuk A'tK, Makd Minud Rapat dan fasilitasi

bmtuan transport/akomodasi disdt ada undangan, dll.

2. Fasilitasi kegiatan operasional PKK sebesar Rp.25.000.000, /tahun.

D.oergL_. \ar  ur 'uk ATK,  Makan Vinr  m Ra,o€t  d !n  l .s j  'Las i

kegiatd PKK Nagari lainnya.

3. Fasiljtasj kegiatan operasional LPMN sebesd Rp.15,000.000, /tanun.

Dipergunakan untuk AT(, Matd Minum Rapat, bantuan

transport/akomodasi d@ fasilitasi kegiatan LPMN lainnya.

rv. PERJALAI{AN DINAS PEMERINTAHAN ]TACARI

c.

A. Penjela6a! uBsD

1. PerjaLand Dinas dilaksanakan densd memperhatikm prinsip

sebagai beriliut:

a. selektif, yairu hanya unruk kePentingan yang smgat nnggi dan

pdoritas yang berkaitan dengd kedinasan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaid dengan pencapaian kinerja

c, dilaksanakan secda hemat, ensien dd efektifi dan

d. akuntabilitas pemberid pe.intah pelaksanaan Ped.ldan dinas

dan pembebanan biaya perjaraod dinas

2 Wali Nagari, Perdgkat Nagan beserta BMN dapat diberikd Biava

Perjaloan Dinas.

3.Pensurus Kelembagaan Nasari/masyarakat untuk mendukung

peLaksdaan tugas dan kewenangd Nagarj daPat diberikan bantuan

Transport dan Akomodasi



4.Biaya perjaland dinas dan/banruan fiansport dan d]<omodasi

dibaydkd dalam bentuk paket perjarand dengd pengbitungan

a. Uang hdianj

b, Biaya transport; dd

c. Biaya Malan/Minum,

5. PerjaLdd dinas yang ditusaskd untuk mengikuti diklat/pelatihd

ydg melebihi dari 2 han dd biaya akomodasi ditanggung m.ka

menggunrl<an stddar hsi pert@a dm ter€lhir dibayar penuh dan

hri diantaFnya dibayarkan 75ol0.

B. Pelaksalaan Perjalala! Dhas

1 . Pejaba! yans beMendg hemerintahkan dm meqqldatdgdi surat

Tugas dd SPPD adaLa!:

a. Surat Peintah Ttgas (sPD perjalanan dinas lud daerah lud

provinsi ditandatangani oleh Cmat d. Bupati setelah mendapat

persetujuan prinsip ddi Bupari.

b. surat Perintsh Perjaland Dinas (SPPD) perjalanan dinas lud

daerah luar provinsi ditddatdgsi oleh:

t)Wali Nagari dan Ketua Lembaga Masydal{at oleh Cdat an.

2) Staf dan anggota l€mbaga masyarakat oleh Wali Nagdi

c. Suiat Pe.intai Tugas per.ialand dinas luar daerah dal@ Provinsi

ditddatangani oleh Cdat, dan SPPD Perjalanan dinas

ditmdatmgmi oleh Wali Nagdi.

d. Surar Perintan Tugas dan SPPD Pedalds dinas dal@ daeran

dalm kabupaten dan dal@ kecmatan ditandatangani oleh wali

2. Penerbitan dm penddatangan Surat Perintah 'fugas dan SPPD

untuk BMN, ditedatangani oleh KetuaBMN,

3. Penerbitan dan penandatangm Surat Perintah Tugas perjarand

dinas KAN dd LPMN dan lembaga lainnya ditddatdgmi oLeh

masing masing ketua lembaga sedangkan SPPD lembaga nagari

tersebut ditandatangani oleb Wali Nagari dengd mempe$ratikd

sumber dma pelatsanad perjalanan.
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4. Surat Peintah Tugas sebagaimda dimalsud dalam dgka 1 paling

sedikit mencantumkan haL hal sebagai berikut :

a, pemDefl ugasj

b. pelal.sda tugas;

c. waktu pelaksanaan rugasj

d. tempat tujud pelaksdaan tugas; dan

e. maksud pelaksdaan tugas.

5. Perjaldan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh

aparat pemerintahan atau petugas ydg berkompeten ditemPat

6. satu SPPD dapat dipergunald untuk selmh personil ydg

te.cdrum dalam surat Perintah Tugas.

7.wali Nagari dapat memeintahkan pihaB lain di.luar wali Nasari,

Perangkat Nagdi dan Lembaga Naga.i untuk melakukan perjarand

8. Pihak lain s€bagaimana dimaksud pada aneka 7 melakukd

perjaranan dinas untuk kepentjngd nagri atau diikutkan dalam

program dan kegiatan Pemerintall Nagaii ds Daerah,

9. Pihak lain sebasaimana dimaksud pada dgka 7 digolonskan dalam

kelompok pengurus organisasi kemasydaLatm dan unsu.

C. Blaya Peiiaraa.D Dir$ Dar/ Btaya Ttu3port Da! Akobo.lasi

l. Biaya Perjalanan Dinas dm/ blaya transport dan alomodasi Luar

Nagari Dalam Kecdatan :

1 OH 70.000,,

2. Kelua BMN OH 70.000,

3 . Anggota BMN OH 60,000,-

OH 60.000,

Perangkat Nagari lainnya OH 50.000,-

6. OH 50.000,-

Anggota LPMN OH 50 000,-

a. OH 50 00d,-

9 . OH 50 000,,



10. otl s0 000,-

t i . OH 50.000,-

12. Lembaga/Tokoh Masyarakat OH 50.000,

B€san biaya perjalanan dinas ini dikecualikan untuk Nagari di

Kecdatan Tigo Lurah yang diatur sendiri dengan Peraturan Wali

Nagari masils-masing setelah meddaPatkan persetujuan dari

Pengurus KAN, Bundo Kanduang, PKK dan LPMN daPat diberikan

bantuo trdsport atau penggantian uanS sal{u pada saat

melakukd tugas di dalam nagari sePanjdg untuk mendukung

pelalsanaan tugas dan kewenangan Nagdi dengd dasd surat

diberikan uotuk dalam kfcamatan.

dari Wali Nagari. Bantud umg tieinSPort atau uang

haksimal sama dengd biaya bdtud trmsport yog

Biaya Perjslanan Dinas dan/ atau biaya transportasi akomodasi

untuk luar kecamatan dalam kabuPaten ;

a, Untuk Nagdi di Kecamatd Pantai Cemin, Hiliran Gumanti, X

Koto Diatas, X Koto Singkarak, IX Koto Sungai Lasi dm Junjung

Sirih.

IRDJ
1 OH 175.000,

2. Ketua BMN OH r75.000,

3. OH 150 000,-

OH 150 000,

5. Perangkat Nagdi lainnya OH r00 000,-

6. Kelua LPMN OH 100.000,

7 , OH 100.000,

8 . OH 100.000,-

9. OH 100.000,

i0 . OH 100.000,-

I t . OH 100 000,

12, rEmbaga/Tokoh Masyrakat OH 100.000,



b. Untuk Nagari di l(ec@atd Lembah Gumanti, L4mbang Jaya,

Danau Kembd, PaFng Sekaki, Bukit Sundi, (ubung dan

(RP.)
l OH 150.000,-
2. Ketua BMN OH I50 000,-
3 . OH r  25.000, ,

OH 125.000,
5. Per!nekat Nagari Lainnra OH 75.000, ,

OH 75.000,
OH 75.000,,
OH 75.000,-

9. OH 75.000,-
I0 . PKK Nagari OH 75.000, ,
l t . OH 75 000,-
\2 . OH 75.000,

Besard biaya perjalano dinas ini dikecualikd untuk Nagari
di Kecamatan Tigo Lurah ydg diatur sendiri dengan Peraturan
Wali Nagdi masing masing setelah mendapatkan persetujuan

3. Biaya Perjaland Dinas dan/biaya t.dsport dan akomodasi Lud

Kabupaien Dalam Provinsi

No.
{Rp.)

l OH 250.000,
2. Keua BMN OH 250 000,
3 . OH 225.O4O,-

OH 225.000,-
5. Perangkat Nagdi Lainnya OH 175.000,
6. Ketua LPMN OH 175.000,

7. OH 175.000,

a, OH r75.000,,

9. OH 175.000,

to, PKK Nagdi OH 175 000, ,

11. OH 175.00C8-

L2. Lembaga/'fokoh Masyaralat OH 175 000,



Besatu biaya perjaldan dinas ini dike@alikd utuk Nagari di

Kecdatan Tigo Lurai ydg diatur sendid dengan Peraturd wali

Nagari masing masing setelah tuendapatkm Persetujuan dan

5.

6.

Pedalde dinas sebagainana dimaksud dalm angka 2 smpai

dengan 3 yds denggunakan kenddad dinas dapat diberikan

Band Bakar Minyak (BBM). Besard BBM yang diberikan dengacu

pada ketentud lang telah ditetapkd dalam Peraturan BuPati ini.

Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi yang

membutuhko peoginaPd daPat ditambah dengd biava

pengindpd denBd srandar na-ksrm€l RP 500 000/m€lm

Dd@ melaksanakan lungsi pengawasan, BMIrdapat diberikd

biaya ransportasi sebesar RP, 75,000, Per Orang Per hdi untuk 3

(tiga) kali kegiatd monitoring.

Biaya perjaland dinas lud daerah luar provinsi Pembavdm

perjalanan dinas dihitung berdasarkan :

Uang hdid diberikan den8an besaran sebagai berikut I

{RP.)
OH 500 000,

2. I<elua BMN OH 500.000,
3. Anggob BMN OH 450.000,

OH 450.000,,
5, Perdgkat  Nagtu iLa innya OH 400.000,

6, OH 400.000,
OH 400.000,

a. OH 400.000,-
9. OH 400 000,
10. PKK Na8ari OH 400 000,-
l l . OH 400.000,

t2 OH 400 000,
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b. Tiket Pesawat Perjalanan Pulang Pergi (PP) dengan hdga tiket real

P/P {RpJ
Pulau Sumat€16/ Riau Kepulauan 1.500.000,

2.
a. Jakarta / Jawa Barat
b. Jawa'rengah / DIY /Jawa Timur

2.000,000,-
3.a00,000,-

L 4.500.000,
Pulau Sulewesi, Bali, NDsa Tenggara 5.500.000,-

5 . Pulau Maluku dd Papua 4.000.000,-

c. Transportasi darat (jika memerlukan) dengan besaran real cost

(karcis atau alat bukti lainnya).

d. Biaya tdi ddi dan ke Bddara sebesd Rp;500.000,-/ Paket

Perjaianan (lunpsun)

e. Biaya PenernaPd maksimal Rp. 700 000,-/mard (Real cost)

a. Biaya penginapan hanya diberikan jika tetupat yang dituju tidak

menyediakd PengrnaPan.
g.Apabila tempat penginaPan ditentukd oleh penyeLenggra tetap'

stmdd penginapan delebihi standar yang ditetapkan, maka dapat

dibayarkan densd persetujuan cdat (saai pembebanan seiisihnva

ke anssaran nagari) dd bjll hotel (kwitmsi pembaydm botel)

menjadi bukti pertanegunsjawabd.

10. PembayaEn atas penlgunad kamar hotel {bill hotel) daPat dibagi 2

(dua) oleh pelaksda perjalanan dinas, dimana masing masinsnva

tidak boLeh melebihi batas maksimal pembayarm mastng-masrng

tingkatd pelaksanaan peialanan dinas

t1.D.]m hal< pelaksanmn lerjalanao dinas tidak denggunakan

lasilltas hotel/tempat pensinapd lainnya/tidat disediakan

pengiDapm, dapat diberikan biaya pengioapan sebesar 30% dari

standar blaya penginapan di tempat tu.juan perjaland dinas dan

dibaydkan secda lumPsum,

12.Biaya perjalana! dinas dalam haL kegiatan mengrkuu rapat atau

ydg sejenis, yane akomodasinya ditdggung Panitia Penyelenggara,

maka perjalanan .linas hdya dibayd penuh untuk pulais dd

pe.gi, sedanekd seLma lelaksddn dibaydkan 75% (tujuh Puluh

lima pe6en) ddi uds hdid Pe.jalanm dinas



13. Biaya pe.jalanm dinas dapat dibayarkan paring cepat 3(ti8a) hari

sebelum perjalanan dinas dilaksdakan dengan sistem :

b. Reimbursemen! dan

c. Pemba]€ran udg muka.

D. Pertaagigulgj.Mban Btaya Perjalamr Dias

1 . Pelaksma pe{rldd dinas mempert@gsungjawabkan Pelalsanaan
pe4rtdd dinas kepada pemberi tusas dd wajib menympaikan

dollmeo pertanggunsjawaban biaya perjalanan dina6.

Dokumen pertanssungjawaban biaya perjalanan dinas dsmpaikm

kepada Pengguna Anggdd melalui Bendahda d@ diverfikasi oleh

PPK,

Dolamen pertaDggungjawab@ biaya perjalanan dinas te.dii dari:

a. Surat Perinbn Tugas yfg sah,

b. SPPD yang san (ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yds

beflenang atau petugas terkdt).

c- Tiket pesawat, boading P6s, diPol td, retribusi, dan bukti

pembayaran moda bansportasi lainnya.

d. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.

e. Bukti tiket atau rental kendaraa! untuk bdsPortasi darar,

t Laporan perjalmd dinas.

Pihal{ pihak yang melakukan perjaldan dinas dilarang keras untuk

melakukan pemalsud dokumen, mendkkd ddi hdga sebenamya

(nark rp), dan/atau perjalsan dbas rdgkap.

2,

3.

BUPATI SOI,oI{,

GUSMAI


